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PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERHUBUNGAN, 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PENANGGULANGAN BENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK, AGAMA, KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PEMERINTAH DAERAH DAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

• bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta 

mampu mengidentifikasikan keberadaan Arsip yang memiliki keterkaitan informasi 

sebagai (1) satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik Unit Pengolah 

maupun Unit Kearsipan khususnya Arsip yang berkaitan dengan Urusan Perhubungan, 

Pendidikan dan Kebudayaan, Penanggulangan Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Agama, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, 

Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah dan Ketentraman dan Ketertiban perlu 

mengatur pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip;  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal 

Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip 

Nasional Republik Indonesi;   

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan 

Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 

Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014, Peraturan Kepala 

Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 

2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2015;   

• Menerangkan tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perhubungan, Pendidikan 

dan Kebudayaan, Penanggulangan Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Agama, Kesehatan, Perencanaan Pembangunan, Kependudukan dan 

Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah dan Ketentraman dan Ketertiban tercantum 

dalam Lampiran;  

 

• Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 20 Desember 2018; 
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